PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM

Kantor Gubernur Jalan Soa Siu Dok 2 Jayapura - Papua, email : birohukum@papua.go.id, laman:https//papua.go.id/

DAFTAR
DATA PERATURAN DAERAH
TAHUN 2013 — 2024

NO

JENIS PRODUK HUKUM

PENGUNDANGAN

2

3

PERDA

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, di
undangkan, 4 Januari 2013, di tetapkan, 4 Januari
2013,

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua
Nomor 1 tahun 2013, tanggal 4 Januari 2013

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, di tetapkan 8 Juli 2013,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua
Nomor 2 tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan
Bagi Komunitas Adat  Terpencil di tetapkan 10
Januari 2013,

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi
Papua Nomor 3 tahun 3013, tanggal 11 Januari 2013

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, di tetapkan 8 Juli 2013,

Di undangakan dalam Lembaran Daerah Provinsi
Papua Nomor 4 tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap
Penyandang Disabilitas, di tetapkan 8 Juli 2013,

Di undangakan dalam Lembaran Daerah Provinsi
Papua Nomor 5 tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura, di tetapkan
8 Juli 2013,

Di undangakan dalam Lembaran Daerah Provinsi
Papua Nomor 6 tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Papua, di tetapkan 8 Juli 2013,

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua
Nomor 7 tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga, ditetapkan 18
Januari 2013,

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua
Nomor 8 tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
di tetapkan 19 Januari 2013,

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 10 tahun
2013, tanggal 20 Januari 2013

10

Nomor 11 Tahun 2013, di tetapkan 19 Januari 2013,

Organisasi dan Tata Kerja SETDA dan SETWAN
Provinsi Papua, di undangkan 20 Januari 2013
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11

Nomor 12 Tahun 2013, di tetapkan 25 Januari 2013,

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Papua 26 Januari 2013

12 |Nomor 13 Tahun 2013, di tetapkan 25 Januari 2013, Organisasi dan Tata Kerja Badan Teknis Daerah
Provinsi Papua, di undangkan 26 Januari 2013
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
13 Nomor 14 Tahun 2013, di tetapkan 7 November | Provinsi Papua Tahun 2013-2018, di undangkan 8
2013, November 2013
Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman
14 |Nomor 15 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | Beralkohol, di undangkan 31 Desember 2013
2013,
15 [Nomor 16 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember pmisi Hukum Ad Hoc di undangkan 31 Desember 2013
3013,
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, di
16 |Nomor 17 tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | undangkan, 31 Desember 2013
2013,
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
17 | Nomor 18 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | Kepada Pihak Ketiga, di undangkan 31 Desember 2013
2013,
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua
18 | Nomor 19 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan
2013, Daerah Papua, di undangkan 31 Desember 2013
Perubahan Nama Perseroan, Perusahaan Induk Milik
19 | Nomor 20 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company)
2013, Menjadi Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian
Bhakti Mandiri, di undangkan 31 Desember 2013
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
20 | Nomor 21 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | Papua Tahun 2005 - 2025, di undangkan 31 Desember
2013, 2013
Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi Papua Kepada
21 | Nomor 22 Tahun 2013 , di tetapkan 30 Desember | PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, di undangkan 31
2013, Desember 2013
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun
22 | Nomor 23 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | 2013 - 2033, di undangkan 31 Desember 2013
2013,
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di
23 | Nomor 24 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | undangkan 31 Desember 2013
2013,
Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan
24 | Nomor 25 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember | Dana Otonomi Khusus, di undangkan 31 Desember

2013,

2013




Nomor 26 Tahun 2013, di tetapkan 30 Desember

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi

25 2013, Papua, di undangkan 31 Desember 2013
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok
26 | Nomor 27 Tahun 2013 , di tetapkan 30 Desember | Berkelanjutan, di undangkan 31 Desember 2013

2013,

Nomor 1 Tahun 2014, di tetapkan 10 Februari 2014 ,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua tahun 2014, di undangkan 10 Februari 2014

Penggabungan Badan Hukum Perusahaan Daerah

2 | Nomor 2 Tahun 2014, di tetapkan 4 Maret 2014, Irian Bhakti Ke Dalam Perusahaan Induk Perseroan
Terbatas Irian Bhakti Mandiri, di undangkan 5 Maret
2014
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
3 | Nomor 3 Tahun 2014, di tetapkan 15 September | Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun
2014, Anggaran 2013, di undangkan 16 September 2014
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4 Nomor 4 Tahun 2014, di tetapkan 26 September | Tahun Anggaran 2014, di undangkan 29 September
2014, 2014
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua
5 | Nomor 5 Tahun 2014, di tetapkan 23 Oktober 2014, | Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dana
Cadangan Pemerintah Provinsi Papua, di undangkan 24
Oktober 2014
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang
6 | Nomor 6 Tahun 2014, di tetapkan 18 Desember | Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode
2014, 2014 -2019, di undangkan 19 Desember 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
7 | Nomor 7 Tahun 2014, di tetapkan 19 Desember Anggaran 2015
2014,
Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil,
8 | Nomor 8 Tahun 2014, di tetapkan 19 Desember (di undangkan 19 Desember 2014
2014,
Tata Cara  Pemberian  Pertimbangan  Gubemur
9 | Nomor 9 Tahun 2014, di tetapkan 19 Desember [Terhadap Perjanjian Intemasional, di undangkan 19 Desember
2014, 2014
Program  Strategis Pembangunan  Ekonomi  dan
10 | Nomor 10 Tahun 2014, ditetapkan 19 Desember Kelembagaan Kampung, di undangkan 19 Desember 2014
2014,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
1 Nomor 1 Tahun 2015, di tetapkan 12 Agustus 2015, dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014,
13 Agustus 2015
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2 |Nomor 2 Tahun 2015, di tetapkan 8 September 2015, | Anggaran 2015, di undangkan 9 September 2015




Nomor 1 Tahun 2016, di tetapkan 8 Januari 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, di undangkan 8 Januari 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2 Nomor 2 Tahun 2016, di tetapkan 22 Januari 2016, | 2016, di undangkan 25 Januari 2016
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13
3 Nomor 3 Tahun 2016, di tetapkan 22 Januari 2026, | Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Papua, di undangkan 25 Januari 2016
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga limu
4 | Nomor 4 Tahun 2016, di tetapkan 25 Januari 2016, | Pengetahuan dan Teknologi Papua, di undangkan 26
Januari 2016
Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke - Xx
5 Nomor 5 Tahun 2016, di tetapkan 22 Januari 2016, | Tahun 2020 Di Provinsi Papua, di undangkan 25
Januari 2016
ari Jadi Provinsi Papua, di undangkan 28 Januari 2016
6 Nomor 6 Tahun 2016, di tetapkan 27 Januari 2016,
Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi
7 Nomor 7 Tahun 2016, di tetapkan 27 Januari 2016, | Papua Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui
Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019, di
undangkan 28 Januari 2016
8 | Nomor 8 Tahun 2016, di tetapkan 27 Januari Ketertiban dan Ketentraman, di undangkan 28 Januari
2016, 2016
9 | Nomor 9 Tahun 2016, di tetapkan 27 Januari 2016, | Usaha Perikanan, di Undangkan 28 Januari 2016
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Ke
10 | Nomor 10 Tahun 2016, di tetapkan 27 Januari Dalam Modal Saham Pt. Asuransi Bangun Askrida, di
2016, undangkan 28 Januari 2016
Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi
11 Nomor 13 Tahun 2016, di tetapkan 29 Januari Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian
2016, Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana
Otonomi Khusus, di undangkan 1 Maret 2016
12 | Nomor 14 Tahun 2016, di tetapkan 27 Januari Tata cara pemilihan majelis Rakyat Papua, di
2016, undangkan 28 Januari 2016
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
13 | Nomor 15 Tahun 2016, di tetapkan 10 Oktober pendapatan dan belanja daerah provinsi papua tahun
2016, anggaran 2015, di undangkan 11 Oktober 2016
Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daera
14 | Nomor 16 Tahun 2016, di tetapkan 13 Oktober tahun anggaran 2016, di undangkan 14 Oktober 2016
2016,
Perubahan atas peraturan daerah provinsi papua
15 | Nomor 17 Tahun 2016, di tetapkan 14 Juli 2016, nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, di

undangkan 15 Juli 2016




Perubahan atas peraturan daerah provinsi papua

16 | Nomor 18 Tahun 2016, di tetapkan 14 Juli 2016, nomor 5
tahun 2011 tentang retribusi daerah, di undangkan 15
Juli 2016
Pembentukan dan susunan perangkat daerah, di
17 | Nomor 19 Tahun 2016, di tetapkan 13 Desember, undangkan 14 Desember 2016
2016
Anggaran pendapatan dan belanja daerahTahun
18 | 18 Nomor 20 Tahun 2016, di tetapkan 29 anggaran 2017, di undangkan 30 Desember 2016
Desember 2016,
Pengelolaan keuangan khusus di provinsi papua, di
19 | Nomor 21 Tahun 2016, di tetapkan 29 Desember undangkan 30 Desember 2016
2016,
Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Papua
20 | Nomor 22 Tahun 2016, di tetapkan 29 Desember Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi,
2016, Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, di
undangkan 30 Desember 2016
1 Nomor 1 Tahun 2017, di tetapkan 15 September Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
2017, pendapatan dan belanja daerah provinsi papua Tahun
anggaran 2016, di undangkan 15 September 2017
2 | Nomor 2 Tahun 2017, di tetapkan 20 September Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
2017, Tahun anggaran 2017, di undangkan 22 September
2017
3 | Nomor 3 Tahun 2017, di tetapkan 26 September Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota
2017, dewan perwakilan rakyat Papua, di undangkan 27
September 2017
4 | Nomor 5 Tahun 2017, di tetapkan 27 September Perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi
2017, Papua Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan
dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua,
diundangkan 28 September 2017
1 Nomor 1 Tahun 2018, di tetapkan 15 Januari Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun
2018 anggaran 2018, di undangkan 16 Januari 2018
2 | Nomor 2 Tahun 2018, di tetapkan 20 September Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
2018 pendapatan dan belanja daerah provinsi papua
Tahun anggaran 2017, di undangkan 21 September
2018
3 | Nomor 3 Tahun 2018, di tetapkan 1 Oktober 2018 Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun anggaran 2018, di undangkan 2 Oktober 2018
4 | Nomor 4 Tahun 2018, di tetapkan 22 Maret 2018 | Kepegawaian Daerah, di undangkan 23 Maret 2018
5 | Nomor 5 Tahun 2018, di tetapkan 22 Maret 2018 | Tanggungjawab sosial perusahaan, di undangkan 23
Maret 2018
6 | Nomor 6 Tahun 2018, di tetapkan 22 Maret 2018 | Penanggulangan penyalahgunaan narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lainnya, di undangkan 23
Maret 2018




Nomor 7 Tahun 2018, di tetapkan 22 Maret 2018

Perseroan terbatas Papua divestasi mandiri, di
undangkan
23 Maret 2018

Nomor 8 Tahun 2018, di tetapkan 22 Maret 2018

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan
penanaman modal, di undangkan 23 Maret 2018

Nomor 9 Tahun 2018, di tetapkan 22 Maret 2018

Rumah Sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan
Provinsi, rumah sakit regional dan rumah sakit rujukan
khusus Di Provinsi Papua, di undangkan 23 Maret
2018

Nomor 1 Tahun 2019, di tetapkan 14 Februari 2019

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun
anggaran 2019, di undangkan 14 Februari 2019

Nomor 2 Tahun 2019, di tetapkan 15 April 2019

Perubahan atas peraturan daerah provinsi papua
nomor 19 tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah, di undangkan 16
April 2019

Nomor 3 Tahun 2019, di tetapkan 16 April 2019

Rencana pembangunan jangka menengah daerah
Provinsi papua tahun 2019-2023, di undangkan
16 April 2019

Nomor 4 Tahun 2019, di tetapkan 12 Maret 2019

Perubahan kedua atas peraturan daerah khusus
provinsi papua nomor 25 tahun 2013 tentang
pembagian penerimaan dan pengelolaan
keuangan dana otonomi khusus, di undangkan
13 Maret 2019

Nomor 7 Tahun 2019, di tetapkan 22 Oktober
2019

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi papua Tahun
anggaran 2018, di undangkan 23 Oktober 2019

Nomor 8 Tahun 2019, di tetapkan 22 Oktober
2019

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun anggaran 2019, di undangkan 23 Oktober
2019

Nomor 9 Tahun 2019, di tetapkan 30 Oktober
2019

Tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan
rakyat papua Yang ditetapkan melalui mekanisme
pengangkatan

Periode 2019-2024, di undangkan 31 Oktober 2019

Nomor 10 Tahun 2019, di tetapkan 17 Desember
2019

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun
anggaran 2020, di undangkan 17 Desember 2019

Nomor 1 Tahun 2020, di tetapkan 8 Juli 2020

Perubahan atas peraturan daerah provinsi papua
nomor 7 Tahun 2018 tentang perseroan terbatas papua
divestasi mandiri, diungkan 9 Juli 2020

Nomor 3 Tahun 2020, di tetapkan 21 Oktober
2020

Pertanggungjawaban pelaksanaan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
Papua Tahun anggaran 2019, di ungakan 22 Oktober
2020

Nomor 4 Tahun 2020, di tetapkan 22 Oktober 2020

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun anggaran 2020, di undangkan 23 Oktober
2020

Anggaran pendapatan dan belanja daerah




Nomor 1 Tahun 2021, di tetapkan 26 Januari
2021

Tahun anggaran 2021, di undangkan 27 Januari
2021

Nomor 7 Tahun 2021, di tetapkan 1 November
2021

Pertanggungjawaban pelaksanaan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
Papua Tahun anggaran 2020, di undangkan 29
Oktober 2021

Nomor 9 Tahun 2021, di tetapkan 2 November
2021

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun anggaran 2021, di undangkan 3 November
2021

Nomor 10 Tahun 2021, di tetapkan 15 November
2021

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor
8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Hiv dan Aids, di undangkan 16 November 2021

Nomor 11 Tahun 2021, di tetapkan 16 November
2021

Penyelamatan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua,
di undangkan 16 November 2021

Nomor 1 Tahun 2022, di tetapkan 28 Januari
2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, di undangkan 28 Januari 2022

Nomor 3 Tahun 2022, di tetapkan 11 Mei 2022

Kampung Adat, di undangkan 11 Mei 2022

Nomor 4 Tahun 2022, di tetapkan 3 Oktober 2022

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian
Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua
(Perseroda), di undangkan 4 Oktober 2022

Nomor 5 Tahun 2022, di tetapkan 24 Oktober 2022

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
di Provinsi Papua, di undangkan 25 Oktober 2022

Nomor 6 Tahun 2022 di tetapkan 24 Oktober 2022

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
di Provinsi Papua di undangkan 25 Oktober 2022

Nomor 7 Tahun 2022 di tetapkan 24 Oktober 2022

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran
2021, di undangkan 24 Oktober 2022

Nomor 1 Tahun 2023 di tetapkan 18 Januari 2023

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah di
undangkan 19 Januari 2023

Nomor 2 Tahun 2023 di tetapkan 18 Januari 2023

Pengelolaan Barang Milik Daerah di undangkan 19
Januari 2023

Nomor 3 Tahun 2023 di tetapkan 18 Januari 2023

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, di

undangkan 19 Januari 2023

Nomor 4 Tahun 2023 di tetapkan 2 Februari 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, diundangkan 3 Februari 2023

Nomor 5 Tahun 2023 di tetapkan 8 Februari 2023

Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua, di undangkan 9 Februari 2023

Nomor 6 Tahun 2023 di tetapkan 8 Februari 2023

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya
Ikan Masyarakat Hukum Adat

Nomor 7 Tahun 2023 di tetapkan 12 Oktober 2023

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2022, di undangkan 13 Oktober 2023

Nomor 8 Tahun 2023 di tetapkan 1 November 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, di undangkan 2 November
2023

Nomor 9 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember
2023

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun
2023 - 2042 , di undangkan 29 Desember 2023




Pengelolaan Keuangan Daerah, di undangkan 29

10  |Nomor 10 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember Desember 2023
2023
Penyelenggaraan Pendidikan, di undangkan 29
11 |Nomor 11 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember Desember 2023

2023

12

Nomor 12 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember
2023

Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli
Papua, di undangkan 29 Desember 2023

13

Nomor 13 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember
2023

Pengawasan Sosial, di undangkan 29 Desember 2023

Nomor 14 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember

Penyelenggaraan Keolahragaan, di undangkan 29 Desember

14 | 2023 2023
Manajemen Aparatur Sipil Negara, di undangkan 29 Desember
15 |Nomor 15 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember 2023

2023

16

Nomor 16 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember
2023

DISTRIK, di undangkan 29 Desember 2023

17

Nomor 17 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember
2023

Perangkat Daerah Provinsi
undangkan 29 Desember 2023

dan Kabupaten/Kota, di

18

Nomor 18 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desember
2023

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di
undangkan 29 Desember 2023

19

Nomor 19 Tahun 2023 di tetapkan 28 Desemer 2023

Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli
Papua, di undangkan 29 Desember 2023

Nomor 1 Tahun 2024 di tetapkan 15 Januari 2024

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diundangkan 16 Januari
2024

2 |Nomor 2 Tahun 2024 di tetapkan 19 Januari 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 di undangkan 22 Januari 2024
3 | Nomor 4 Tahun 2024 di tetapkan 17 September Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
2024 dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran
2023, di undangkan 18 September 2024
4 | Nomor 5 Tahun 2024 di tetapkan 26 September 2024 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anﬁﬁaran 2024, 27 Seitember 2024
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